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ABSTRAK 

Intan Sri Anisa, (2023): Tinjauan Hukum Terhadap Peraturan 

Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah 

Pengganti Kepala Daerah Berdasarkan 

Prinsip-Prinsip Good Governance 

 Permasalahan pada skripsi ini dilatarbelakangi oleh Pengangkatan penjabat 

kepala daerah untuk mengisi kekosongan pejabat kepala daerah definitif yang 

disebabkan karena adanya penundaan pilkada di 271 daerah di Indonesia telah 

menimbulkan permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia. 

Karena itu penelitian ini bertujuan untuk  mengetahui bagaimana tinjauan hukum 

terhadap peraturan pengangkatan penjabat kepala daerah pengganti kepala 

daerahberdasarkan prinsip-prinsip good governance, dan mengetahui bagaimana 

perubahan terhadap Permendagri No.1 Tahun 2018 dan Permendagri No.4 Tahun 

2023. 

 Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (library research) dan 

merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu  mengacu pada norma-norma 

hukum. Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Teknis 

analisa data tersebut menerapkan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan 

undang-undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual 

approach) dengan penarikan kesimpulan mengguakan metode deduktif. 

 Hasil dari penelitian ini adalah dalam tinjauan hukum dan pemerintahan 

yang baik, pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah pada masa transisi Pilkada 

Serentak Nasional Tahun 2024 tidak mencerminkan penerapan prinsip-prinsip 

good governance yakni karena tidak terdapat ruang partisipasi masyarakat melalui 

dewan perwakilan maupun masyarakat secara langsung dalam proses rekruitmen 

penjabat (Pj) kepala daera dan tidak terdapat tranparansi dan tidak ada legitimasi 

yang kuat, karena dalam proses penunjukannya tidak terdapat ruang partisipasi 

bagi masyarakat untuk dapat menyatakan kehendaknya demi menjamin dan 

menjaga kepentingan masyarakat daerah. Perubahan Permendagri No.1 Tahun 

2018 dan Permendagri No.4 Tahun 2023, sudah ada aturan yang jelas mengenai 

mekanisme pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, tetapi di dalam pasal 

Permendagri tersebut belum menyentuh prinsip-prinsip partisipasi dan 

transparansi. 

 

Kata Kunci: Pengangkatan, Penjabat, Good Governance 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia merupakan negara yang menganut paham negara hukum 

(rechtstaat) bukan negara yang didasarkan pada kekuasaan belaka (mactstaat). 

Konsekuensi logis dari paham negara hukum ini adalah bahwa setiap tindakan 

dan segala aktivitas dalam bernegara harus sesuai dengan aturan hukum yang 

berlaku, baik tindakan yang dilakukan pemerintah maupun oleh seluruh elemen 

masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, hukum dianggap sebagai panglima 

(supremacy of law). 

Perkembangan konsep negara hukum di Indonesia mengalami 

perubahan-perubahan terkait dengan sistem ketatanegaran Indonesia. Berawal 

dari periode Undang-Undang Dasar (UUD) 1945,
1
 Konstitusi Republik 

Indonesia Serikat (KRIS),
2
 Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS)

3
 hingga 

kembali lagi kepada UUD 1945
4
 serta setelah Perubahan (Amandemen) 

terhadap UUD 1945
5
  yang ke-4. Ada begitu banyak permasalahan yang di 

hadapi bangsa Indonesia, terkhusus ketika terjadi reformasi sistem 

ketatanegaraan Indonesia pasca tahun 1998 dimana aksi demonstrasi yang 

dilakukan seluruh elemen masyarakat untuk menggulingkan rezim yang 

                                                 
1
 Periode UUD 1945 di mulai pada 18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949.   

2
 Periode Konstitusi RIS di mulai pada 27 Desember s.d. 17 Agustus 1950. 

3
 Periode Undang-Undang Dasar Sementara di mulai pada 17 Agustus 1950 s.d. 5 Juli 

1945 
4
 Periode kembalinya lagi ke UUD 1945 di mulai pada 5 Juli 1959 s.d. 1999 

5
 Amandemen UUD 1945 telah dilakukan sebanyak 4 kali di mulai pada tahun 1999-2002 
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berkuasa di Indonesia ketika itu. Sehingga dengan runtuhnya rezim Orde Baru
6
 

kala itu, maka berganti pula pola pemerintahan dari yang bersifat sentralistik 

(otoritarian) menjadi bersifat otonom (demokratis). 

Indonesia selain menganut paham sebagai negara hukum juga menganut 

paham Kedaulatan Rakyat (Democracy), yang berarti kekuasaan tertinggi di 

dalam negara merupakan kekuasaan dari rakyat. Paham Kedaulatan Rakyat 

(Democracy) jika di lihat dari istilah terminologis merujuk pada pendapat yang 

di ungkap oleh Abraham Lincoln, Presiden Amerika Serikat ke-16 (1808-1865) 

yang menyatakan “Democracy is government of the people, by the people, and 

for the people” (Demokrasi adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan 

untuk rakyat). Dalam perkembangannya paham negara hukum tidak dapat di 

pisahkan dari paham kedaulatan rakyat, hukum yang mengatur dan membatasi 

kekuasaan negara atau pemerintahan diartikan sebagai hukum yang di buat atas 

dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat.
7
 

Paham kedaulatan rakyat di negara hukum mengalami perubahan 

konsep, sepanjang berdirinya negara Republik Indonesia baik dari pra 

reformasi dan pasca reformasi. Pra reformasi memberikan mekanisme 

penyelenggaraan kedaulatan rakyat di berikan kepada Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR). Hal itu tertuang dalam Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Kedaulatan 

berada di tangan rakyat dan di dilakukan sepenuhnya oleh Majelis 

                                                 
6
 Mahfud MD, Politik Hukum di Indonesia (Jakarta: Rajawali Pers, 2017) Cet. VII, h. 

198. 
7
 Ni’matul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015) 

Cet. Ke-10. h. 268. 
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Permusyawaratan Rakyat”
8
 dalam penjelasannya dinyatakan bahwa MPR ialah 

penyelenggara negara tertinggi. MPR dianggap sebagai penjelmaan atas 

kehendak seluruh rakyat yang memegang kedaulatan negara. 

Namun pasca reformasi pada tahun 1998 dan dengan dilakukannnya 

perubahan terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945, MPR yang pada awalnya di pahami sebagai pemegang mandat 

sepenuhnya dari rakyat, bergeser ke arah pemahaman bahwa MPR tidak lagi 

sebagai pemegang mandat tunggal yang tertinggi, melainkan bahwa mandat 

tunggal itu dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian mandat rakyat di jalankan oleh 

cabang-cabang kekuasaan negara yang secara garis besar terbagi ke dalam 

lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif berdasarkan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, termasuk kepada MPR sebagai salah 

satu lembaga penyelenggara kekuasaan negara.
9
 Perubahan ketentuan Pasal 1 

ayat (2) UUD 1945 ini menunjukkan terjadinya pergeseran gagasan yang 

mendasar tentang paham kedaulatan rakyat dalam Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Terjadi pergeseran yang sangat 

fundamental tentang siapa sebenarnya yang bertindak sebagai pemegang 

amanah kedaulatan rakyat. Pergeseran tersebut beranjak dari supremasi MPR 

menuju supremasi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 

1945. 

                                                 
8
Pasal 1 ayat 2 UUD 1945 sebelum Perubahan  

9
Khairul Fahmi, Pemilihan Umum dan Kedaulatan Rakyat, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012) 

Cet. Ke-2. h. 4. 
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Pada era reformasi salah satu langkah demokratisasinya adalah 

pemilihan umum, karena instrumen yang penting dalam demokrasi adalah 

pemilihan umum. Pemilihan umum dianggap lambang, sekaligus salah satu 

tolak ukur dari demokrasi. Hal ini dilakukan dalam rangka mengikutsertakan 

rakyat dalam kehidupan ketatanegaraan.
10

 

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari bukti normatif 

dan empirik. Bukti normatif dapat ditemukan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Bukti yang 

menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi tertuang dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 

keempat. Adapun, bunyi secara utuh adalah sebagai berikut: 

"Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam 

suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam 

suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 

dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratan dan 

Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia." 

                                                 
10

 Muhammad Aziz Maftuh, “Parliamentary Threshold Dalam Pemilu Serentak Tahun 

2019 (Tinjauan Filosofis Asas Kedaulatan Rakyat)”, (Skripsi: Institut Agama Islam Negeri (Iain) 

Salatiga,2020), h.2 
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Selain Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, bukti normatif juga terdapat dalam Batang Tubuh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 dan pasal 

28 

"(1) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar." 

"(28) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 

undang-undang." 

Penerapan good governance merupakan kebutuhan mutlak mayoritas 

rakyat demi terciptanya suatu sistem politik pemerintahan yang lebih berpihak 

kepada kepentingan rakyat sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi secara 

universal. Konsep penerapan dalam suatu negara tidak hanya menjadi sebuah 

tradisi atau model pemerintahan yang baru dalam era globalisasi ini saja. 

Namun, makna pemerintahan sebagai suatu bentuk organisasi yang dinamis 

yang harus dituntut untuk dapat selalu berubah dalam suatu kondisi tertentu. 

Inilah yang nantinya akan menjadikan suatu konsep good governance sebagai 

suatu landasan bagi pemerintahan untuk dapat memberikan pelayanan terbaik 

kepada masyarakat secara menyeluruh. 

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Aministrasi 

Pemerintahan merupakan undang-undang untuk mewujudkan pemerintahan 

yang baik, khususnya bagi pejabat pemerintahan, undang-undang tentang 

administrasi pemerintahan menjadi landasan hukum yang dibutuhkan guna 

mendasari keputusan dan/atau tindakan pejabat pemerintahan untuk memenuhi 
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kebutuhan hukum masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam 

Undang-Undang ini diatur tentang dasar hukum dalam penyelenggaraan 

pemerintahan di dalam upaya meningkatkan kepemerintahan yang baik (good 

governance) dan sebagai upaya untuk mencegah praktik korupsi, kolusi, dan 

nepotisme. Dengan demikian, Undang-Undang ini harus mampu menciptakan 

birokrasi yang semakin baik, transparan, dan efisien. 

Pada dasarnya, dalam sistem pemerintahan di Indonesia ada beberapa 

prinsip Good Governance yang harus dipegang. Berdasarkan United Nations 

Development Programme terdapat 9 prinsip yang harus dipegang dalam 

menjalankan Good Governance yaitu:
11

 

1. Akuntabilitas (Accountability) 

Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan 

kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang 

dilakukan.  

2. Partisipasi Masyarakat (Society Participation) 

Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam 

mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian 

pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun instansi 

yang dapat mewakili kepentingan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam 

pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 

lembaga perwakilan yang dapat meyampaikan atau menyalurkan 

                                                 
11

 Lembaga Administrasi Publik dan BPKP. Akuntabilitas Dan Good Governance. Modul 

Sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instantsi Pemerintah, Lembaga Administrasi Negara. 

2001. h. 7 
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aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi 

dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 

3. Transparansi (Transparency) 

Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang 

kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan 

sulitnya akses masyarakat terhadap informasi. 

4. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness) 

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik 

menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses 

kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.  

5. Kesetaraan (Equality) 

Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan 

kepada publik tanpa membeda-bedakan. Seluruh masyarakat memiliki 

kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat 

mempertahankan kesejahteraannya 

6. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law) 

Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum 

dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang 

baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak 

diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. 

7. Visi Strategy (Strategic Vision) 



8 

 

 

 

Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar 

masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang 

pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi. 

8. Responsif (Responsiveness) 

Dalam prinsip ini, setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan.  

9. Berorientasi pada konsensus (Consensus Orientation) 

Menurut United Nations Development Programs berorientasi pada 

konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu 

pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas 

keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus. 

Sedangkan, Prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik menurut Byung 

adalah sebagai berikut:
12

 

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara 

pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, 

tepat, dengan biaya terjangkau. 

2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam 

segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 

3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan 

masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam 

memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 

                                                 
12

 Bulizuar Buyung, Manajemen Pelayanan Publik, (Jakarta: FISIP UI, 2010), h. 34. 
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4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup 

prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, 

kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin. 

5. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan 

hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, 

yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

6. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap 

masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara 

optimal dan bertanggung jawab. 

7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, 

mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa 

pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat. 

Pemerintahan yang bersih dan baik sangat diinginkan oleh setiap warga 

negara khususnya negara Indonesia, agar masalah dalam urusan tata kelola 

industri di Indonesia dapat terselesaikan dengan baik. Negara Indonesia sudah 

menerapkan konsep Good Governance atau tata kelola pemerintahan yang baik. 

Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 hukum ini menjadi dasar dalam 

menyelenggarakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan 

pemerintahan yang baik dalam upaya mencegah praktik kolusi, korupsi dan 

nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan UU No.30 Tahun 2014 harus mampu 

menciptakan pemerintah yang transparan, efisien dan birokrasi yang semakin 
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baik. Menurut Komite Nasional Kebijakan Corporate Governance mengatakan 

bahwa pemerintah Indonesia saat ini sedang bekerja keras dalam melaksanakan 

Good Governance demi mewujudkan pemerintahan yang berwibawa dan 

bersih. 

Berdasarkan yang telah dirumuskan di atas tentang prinsip-prinsip good 

governance, penulis mengambil 2 prinsip yang diterapkan dalam penelitian ini 

adalah prinsip partisipasi dan transparansi. Setidaknya dalam prinsip tersebut 

dapat memberikan suatu pandangan bahwa dalam menciptakan keselarasan 

antara idealita dan realitas dari suatu demokrasi yang menjadi dasar dari suatu 

negara haruslah mampu mewujudkan kriteria-kriteria di atas sehingga apa yang 

dicita-citakan tidaklah menjadi hal yang sia-sia. Sederhananya, demokrasi yang 

dinilai mampu menguatkan peran rakyat dengan mempertegas kembali 

kedaulatan rakyat yang ideal sehingga rakyat diberikan peran yang penting, 

baik dalam hal agenda (memilih masalah apa yang hendak dibahas dan 

diputuskan) ataupun dalam pengambilan keputusan. 

Berangkat dari permasalahan yang ada di Indonesia menjelang 

pemilihan umum serentak tahun 2024 bahwasanya pada tahun 2022 ada 101 

kepala daerah yang masa jabatannya berakhir. Dari 101 Kepala daerah tersebut 

7 diantaranya Gubernur, 76 Bupati dan 18 Wali Kota. Demikian kata Benni 

Irawan, Kepala Pusat penerangan Kementerian Dalam Negeri sebagaimana 

dilansir kompas.com (04/01/2022) Karena pemilihan Kepala daerah serentak 

akan berlangsung pada 2024, maka otomatis, tak ada pemilihan kepala Daerah 

pada tahun 2022. Artinya, 101 Kepala Daerah tersebut akan di isi oleh Penjabat 
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kepala Daerah yang memerintah hingga pemilu Serentak 2024. Sementara pada 

tahun 2023, ada 17 Gubernur, 38 Wali Kota dan 115 Bupati. Kepala daerah 

yang akan diganti menjadi penjabat hampir seluruh wilayah di Indonesia, dari 

Aceh sampai Papua Barat.
13

 

Dalam menghadapi ancaman kekosongan jabatan kepala daerah pada 

masa transisi pilkada serentak tahun 2024, penunjukkan penjabat kepala daerah 

menjadi solusi yang diambil oleh pemerintah untuk menghindari terjadinya 

kekosongan kekuasaan jabatan kepala daerah sampai dengan terpilihnya kepala 

daerah hasil Pilkada serentak nasional tahun 2024. Dasar hukum penunjukan 

penjabat kepala daerah dalam proses pengisian kekosongan  terdapat di dalam 

Undang-Undangi Nomor. 10 Tahun 2016 dan Permendagri No.1 Tahun 2018 

serta Permendagri No.4 Tahun 2023. 

Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 Tentang Cuti Di Luar 

Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil 

Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota, pasal 5 ayat (2) Pjs bupati/wali 

kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh menteri atas 

usul gubernur. Untuk memperjelas pasal ini, Pasal 4 ayat (3) menyatakan Pjs 

bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari pejabat 

pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah provinsi atau Kementerian Dalam 

Negeri. Selanjutnya pada pasal 5 Ayat (3) menyatakan dalam hal melaksanakan 

kepentingan strategis nasional, Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud 

                                                 
13

 Syarifuddin Usman, “Polemik Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah (Studi Kasus 

Pengajuan Penjabat Sementara Kepala Daerah Kabupaten Pulau Morotai)”, dalam Jurnal Sains, 

Sosial dan Humaniora (JSSH), Volume 2., No. 1., (2022), h.63. 
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pada ayat (2) dapat ditunjuk oleh menteri tanpa usul gubernur. Polemikpun 

terjadi pada dua ayat (2) dan Ayat (3) sehingga menimbulkan pro dan kontra 

dalam masyarakat.
14

 

Permendagri Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, 

Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali Kota. Pada pasal 5 ayat (1) dan pasal 10 

ayat (1) berbunyi: 

“Menteri melakukan pembahasan calon Pj Gubernur sesuai usulan 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dari jumlah 6 (enam) 

nama menjadi 3 (tiga) nama dan dapat melibatkan kementerian/lembaga 

pemerintah nonkementerian.” 

“Usulan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dari jumlah 9 

(sembilan) nama dilakukan pembahasan oleh Menteri menjadi 3 (tiga) 

nama calon Pj Bupati dan Pj Wali Kota dan dapat melibatkan 

kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian.” 

Menurut penulis pada pasal tersebut tidak terdapat prinsip-prinsip dari 

good governance yaitu partisipasi masyarakat dan tidak adanya transparan 

dalam pengangkatan penjabat kepala daerah serta terdapat kepentingan politik, 

yang mana Menteri selaku pengusul calon penjabat juga diberi tugas menjadi 

penyeleksi calon penjabat. Pemerintahan yang baik dapat dijalankan jika 

sebaiknya pengusul calon penjabat dapat diganti oleh DPR dan Menteri dapat 

menjadi penyeleksi calon penjabat tersebut, sehingga prinsip-prinsip good 

governance dapat terlaksanakan. Sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, kepala daerah dipilih 

                                                 
14

 Ibid., h.65 
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secara demokratis.
15

  Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 

Pemerintahan Daerah, diatur mengenai pemilihan kepala daerah dan wakil 

kepala daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat yang diajukan oleh 

partai politik atau gabungan partai politik.
16

 

Sesuai ketentuan Pasal 22 E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud 

diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap 

orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di 

lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan 

pemerintahan, dari pusat hingga ke daerah.
17

 

Di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia menjelaskan bahwa 

dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

tahun 1945 Kepala Daerah dipilih secara demokratis akan tetapi, dalam hal ini 

pemerintah Indonesia menunjuk penjabat kepala daerah tidak memilih secara 

demokratis. Demokrasi adalah sebuah hal yang didasari oleh rakyat. Abraham 

Lincoln menjelaskan bahwa demokrasi adalah sebuah pemerintahan yang 

berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. 

                                                 
15

 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 

ayat(4) 
16

 Indonesia, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah 
17

 Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22 E 

ayat (6) 
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Dalam mekanisme pengangkatan penjabat kepala daerah terdapat 

tertutupnya ruang partisipasi masyarakat daerah dapat dilihat dari pasal 174 

ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 yang menyatakan bahwa 

dalam hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belas) bulan, Presiden 

menetapkan penjabat Gubernur dan Menteri menetapkan penjabat 

Bupati/Walikota. Di dalam pasal tersebut juga menekankan bahwasanya dalam 

hal sisa masa jabatan kurang dari 18 (delapan belan) bulan, tetapi pada 

kenyataannya yang mengisi jabatan dari tahun 2022-2024 lebih dari 18 (delan 

belas) bulan.  

Penunjukan penjabat kepala daerah sama sekali tidak tidak sesuai 

dengan prinsip-prinsip good governance yang mana tidak ada keterlibatan 

masyarakat daerah. Sehingga masyarakat selaku pemegang kedaulatan 

terabaikan. Penunjukan penjabat publik tanpa melibatkan partisipasi dari 

masyarakat jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip dan syarat demokrasi 

yakni adanya pemerintahan yang terbatas dan tidak bertindak secara sewenang-

wenang dengan senantiasa menjadikan rakyat sebagai pemegang kekuasaan. 

Partisipasi masyarakat daerah dalam proses penunjukan penjabat kepala daerah 

pada masa transisi Pilkada serentak nasional tahun 2024 merupakan suatu hal 

mendasar dan fundamental yang harus terpenuhi dalam penyelenggaraan 

negara demokrasi. Abraham Lincoln dalam pidatonya memberikan basis 

argumentasi yang kuat terkait demokrasi dengan menyatakan bahwa demokrasi 

adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Berdasarkan 

pernyataan Lincoln tersebut, bahwa dalam proses penyelenggaraan negara 
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demokrasi selayaknya masyarakat dilibatkan dalam setiap pengambilan 

kebijakan apalagi dalam proses pemilihan kepala daerahnya sendiri. 

Terdapat kesalahan didalam pasal 5 Permendagri No 1 Tahun 2018 dan 

pasal 4, pasal 5, pasal 9, pasal 10 Permendagri No 4 Tahun 2018, karena tidak 

mengindahkan prinsip-prinsip good governance dan mengabaikan masyarakat 

daerah selaku pemegang kedaulatan tertinggi jika dalam pengangkatan penjabat 

kepala daerah prinsip good governance terjalankan dapat memudahkan 

masyarakat mengontrol kebijakan yang diambil penjabat kepala daerah 

menguntungkan salah satu pihak atau sebaliknya dalam Pemilu 2024 

mendatang. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk 

meneliti dalam bentuk skripsi dengan berjudul: “TINJAUAN HUKUM 

TERHADAP PERATURAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA 

DAERAH PENGGANTI KEPALA DAERAH BERDASARKAN 

PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE” 

B. Batasan Masalah 

Agar penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang 

dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan 

dengan penelitian yang dilakukan, yaitu penelitian ini membatasi mengenai 

singkronisasi hukum pengangkatan Penjabat Kepala Daerah antara Pemendagri 

No. 1 Tahun 2018, Permendagri No.4 Tahun 2023 dan Prinsip-Prinsip Good 

Governance yang peneliti gunakan prinsip partisipasi dan transparansi. 
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C. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka peneliti 

mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut : 

1. Bagaimana tinjauan hukum terhadap peraturan pengangkatan penjabat 

kepala daerah pengganti kepala daerah berdasarkan prinsip-prinsip good 

governance? 

2. Bagaimana perubahan terhadap Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan 

Permendagri No.4 Tahun 2023? 

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 

1. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah 

sebagai berikut:  

1) Untuk mengetahui peraturan pengangkatan Penjabat kepala daerah 

pengganti kepala daerah berdasarkan prinsip-prinsip good governance. 

2) Untuk mengetahui perubahan terhadap Permendagri No. 1 Tahun 2018 

dan Permendagri No.4 Tahun 2023. 

2. Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis yaitu: 

a. Secara Teoritis 

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan ilmu 

hukum ketatanegaraan khususnya dalam permasalahan yang 

berhubungan dengan peraturan pengangkatan penjabat kepala daerah 

di Indonesia. 
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2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi 

penelitian-penelitian sejenis, pada masa mendatang terkhusus terhadap 

ketatanegaraan dalam peraturan pengangkatan penjabat kepala daerah 

di Indonesia. 

b. Secara Praktis 

1) Bagi peneliti, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah 

wawasan pengetahuan dalam bidang Ilmu Hukum terkhusus dalam 

Hukum Tata Negara, utamanya tentang peraturan pengangkatan 

penjabat kepala daerah . 

2)  Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

informasi tentang peraturan pengangkatan penjabat kepala daerah. 

3)  Bagi pemangku kepentingan (Stakeholder), hasil penelitian ini 

diharapkan dapat memberikan masukan (Input) yang berguna dalam 

memberikan pertimbangan untuk pengambilan kebijakan dan perumusan 

suatu aturan serta sebagai bahan untuk evaluasi khususnya dalam hal 

ketatanegaraan. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Teori Good Governance 

Good Governance adalah Kegiatan suatu lembaga pemerintah yang 

dijalankan berdasarkan kepentingan rakyat dan norma yang berlaku untuk 

mewujudkan cita-cita negara.
18

 Sedangkan menurut IAN & BPKP yang 

dimaksud dengan good governance adalah Bagaimana pemerintah berinteraksi 

dengan masyarakat dan mengelola sumber-sumber daya dalam pembangunan.
19

 

Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, merumuskan arti good 

governance adalah Kepemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan 

prinsip prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, 

demokrasi, efisiensi, efektivias, supremasi hukum dan dapat diterima oleh 

seluruh masyarakat. 

Menurut dokumen United Nations Development Program (UNDP), tata 

pemerintahan adalah Penggunaan wewenang ekonomi politik dan administrasi 

guna mengelola urusan-urusan negara pada semua tingkat. Tata pemerintahan 

mencakup seluruh mekanisme proses dan lembaga lembaga dimana warga dan 

kalangan masyarakat mengemukakan kepentingan mereka dalam 

memanfaatkan hak hukum, menunaikankewajiban dan mempertemukan 

perbedaan-perbedaan diantara mereka.
20

 

                                                 
18

 Sadjijono, Fungsi Kepolisian dalam Pelaksanaan Good Governance. (Surabaya: 

Laksbang Mediatama. 2007), h. 203. 
19

 IAN & BPKP, Pelayanan Publik. (Malang: CV Citra Malang, 2000). h. 5. 
20

 Dokumen Kebijakan UNDP, Tata Pemerintahan Menunjang Pembangunan Manusia  

Berkelanjutan. Buletin Informasi Program Kemitraan untuk Pembaharuan Tata Pemerintahan di 

Indonesia, 2000. 
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Good governance menurut LAN mengandung dua pengertian. Pertama, 

nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-

nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat yang dalam pencapaian 

tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. 

Kedua, aspek-aspek fungsional dari pemerintahan yang efektif dan efesien 

dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Wujud 

good governance menurut LAN adalah penyelenggaraan pemerintahan negara 

yang solid dan bertanggung jawab serta efisien dan efektif dengan menjaga 

“kesinergisan” interaksi yang konstruktif diantara domain-domain negara, 

sektor swasta dan masyarakat.
21

 

Terdapat Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AUPB) yang 

dimaksud dalam Pasal 13 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang 

Administrasi Negara meliputi asas: 

1. Kepastian hukum;  

2. Kemanfaatan;  

3. Ketidakberpihakan;  

4. Kecermatan;  

5. Tidak menyalahgunakan kewenangan;  

6. Keterbukaan;  

7. Kepentingan umum; dan  

8. Pelayanan yang baik. 

Pada dasarnya, dalam sistem pemerintahan di Indonesia ada beberapa 

prinsip Good Governance yang harus dipegang. Berdasarkan United Nations 

Development Programme terdapat 9 prinsip yang harus dipegang dalam 

menjalankan Good Governance yaitu:
22

  

                                                 
21

 Joko Widodo, Good Governance; Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas, Kontrol 

Birokrasi Pada Era Desentralisasi Dan Otonomi Daerah, (Surabaya: Insan Cendekia, 2001) h. 23-

24. 
22

 Lembaga Administrasi Publik dan BPKP, loc.cit 
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1. Akuntabilitas (Accountability) 

Tanggung jawab seorang pemimpin publik yang sudah diberikan 

kepercayaan oleh masyarakat untuk mengurus segala kepentingan yang 

dilakukan.  

2. Partisipasi Masyarakat (Society Participation) 

Bentuk keterlibatan dan keikutsertaan masyarakat secara aktif dalam 

mengikuti rangkaian kegiatan yang dapat dilakukan melalui penyampaian 

pendapat serta mengambil keputusan baik secara langsung maupun instansi 

yang dapat mewakili kepentingan mereka. Keterlibatan masyarakat dalam 

pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui 

lembaga perwakilan yang dapat meyampaikan atau menyalurkan 

aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi 

dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 

3. Transparansi (Transparency) 

Suatu prinsip dasar yang dibangun untuk mendapatkan informasi tentang 

kepentingan umum baik secara langsung dan dapat diukur berdasarkan 

sulitnya akses masyarakat terhadap informasi. 

4. Efisiensi dan Efektivitas (Efficiency and Effectiveness) 

Prinsip dasar yang harus diterapkan agar pelayanan terhadap publik 

menjadi semakin baik dengan memandu setiap kegiatan dan proses 

kelembagaan dalam upaya mendapatkan apa yang benar-benar dibutuhkan.  

5. Kesetaraan (Equality) 
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Prinsip ini dapat diartikan dengan memberikan pelayanan dan perlakuan 

kepada publik tanpa membeda-bedakan. Seluruh masyarakat memiliki 

kesempatan untuk meningkatkan kualitas hidup atau dapat 

mempertahankan kesejahteraannya 

6. Tegaknya Supremasi Hukum (Rule of Law) 

Dalam proses politik, masyarakat membutuhkan metode dan aturan hukum 

dalam pembuatan kebijakan publik demi mewujudkan pemerintahan yang 

baik. Kerangka hukum seharusnya bersifat tidak memihak dan tidak 

diskriminatif, termasuk hukum yang berkaitan dengan hak asasi manusia. 

7. Visi Strategy (Strategic Vision) 

Cara pandang yang strategis dalam menghadapi masa depan agar 

masyarakat dan para pemimpin memiliki pandangan luas tentang 

pembangunan manusia serta tata kelola pemerintahan dapat lebih baik lagi. 

8. Responsif (Responsiveness) 

Dalam prinsip ini, setiap lembaga harus berkomitmen untuk memberikan 

pelayanan yang maksimal kepada berbagai pihak yang berkepentingan.  

9. Berorientasi pada konsensus (Consensus Orientation) 

Menurut United Nations Development Programs berorientasi pada 

konsensus merupakan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik agar suatu 

pemerintahan dapat memediasi perbedaan dengan memberikan solusi atas 

keputusan apapun yang dilakukan melalui konsensus. 
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Sedangkan, Prinsip-prinsip kepemerintahan yang baik menurut Byung 

adalah sebagai berikut:
23

 

1. Profesionalitas, meningkatkan kemampuan dan moral penyelenggara 

pemerintahan agar mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, 

tepat, dengan biaya terjangkau. 

2. Akuntabilitas, meningkatkan akuntabilitas para pengambil keputusan dalam 

segala bidang yang menyangkut kepentingan masyarakat. 

3. Transparansi, menciptakan kepercayaan timbal balik antara pemerintah dan 

masyarakat melalui penyediaan informasi dan menjadi kemudahan di dalam 

memperoleh informasi yang akurat dan memadai. 

4. Pelayanan prima, penyelenggaraan pelayanan publik yang mencakup 

prosedur yang baik, kejelasan tarif, kepastian waktu, kemudahan akses, 

kelengkapan sarana dan prasarana serta pelayanan yang ramah dan disiplin. 

5. Demokrasi dan partisipasi, mendorong setiap warga untuk mempergunakan 

hak dalam menyampaikan pendapat dalam proses pengambilan keputusan, 

yang menyangkut kepentingan masyarakat baik secara langsung maupun 

tidak langsung. 

6. Efisiensi dan efektivitas, menjamin terselenggaranya pelayanan terhadap 

masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara 

optimal dan bertanggung jawab. 

7. Supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat, 

mewujudkan adanya penegakkan hukum yang adil bagi semua pihak tanpa 
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pengecualian, menjunjung tinggi HAM dan memperhatikan nilai-nilai yang 

hidup dalam masyarakat. 

B. Teori Demokrasi 

Secara etimologi, istilah demokrasi berasal dari bahasa Yunani yakni 

demos yang berarti rakyat dan kratos atau cratein yang berarti pemerintahan. 

Terminologi singkat dari demokrasi mengandung makna bahwa demokrasi 

adalah suatu pemerintahan yang dilaksanakan atas dasar kehendak rakyat.
24

 

Kata demokrasi atau democracy dalam bahasa Inggris diadaptasi dari bahasa 

Perancis demokratie pada abad ke-16. Menurut Inu Kencana Syafiie, bahwa 

makna demos-cratein atau demokrasi adalah kedaan negara di mana dalam 

sistem pemerintahannya, kedaulatan berada di tangan rakyat dan kekuasaan 

tertinggi berada dalam keputusan bersama rakyat.
25

 

Menurut R. Kranenburg di dalam bukunya “Inleiding in de 

vergelijkende staatsrechtwetenschap”, terminologi demokrasi yang terbentuk 

dari kata demos dan cratein/kratos bermakna cara memerintah oleh rakyat. 

Menurut Maurice Duverger, demokrasi merupakan cara memerintah di mana 

golongan yang memerintah dan golongan yang diperintah adalah sama dan 

tidak terpisah-pisah. Artinya, demokrasi merupakan suatu sistem pemerintahan 

negara yang memberikan hak kepada semua orang (rakyat) untuk memerintah 

dan juga untuk diperintah. 
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 Abdul Aziz Hakim, Impeachment Kepala Daerah, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018), 
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David Bentham dan Kevin Boyle mengemukakan bahwa demokrasi 

merupakan bagian dari prosedur dalam membuat suatu keputusan secara 

kolektif. Demokrasi berupaya untuk mewujudkan keinginan bahwa keputusan 

yang mempengaruhi seluruh lapisan masyarakat secara keseluruhan harus 

diambil oleh semua anggota masyarakat dan masing-masing anggota tersebut 

mempunyai hak yang sama dalam proses pengambilan atau pembentukan 

keputusan. Dengan demikian, demokrasi memiliki prinsip sebagai 

pengimplementasian dari kontrol rakyat dalam pembentukan keputusan yang 

bersifat kolektif yang disertai dengan adanya persamaan hak dalam proses 

pengendalian tersebut.
26

 

Menurut Miriam Budiardjo, makna demokrasi adalah “rakyat berkuasa” 

atau government or rule by the people, yang secara sederhana dapat diartikan 

sebagai pemerintahan rakyat.
27

 Mac Pherson mengemukakan bahwa dalam 

pemerintahan demokrasi, rakyat memegang peranan penting dan lebih 

berfungsi sebagai subjek pemerintahan daripada sebagai objek.
28

 

Demokrasi merupakan suatu pola pemerintahan yang memberikan 

kekuasaan untuk memerintah berasal dari rakyat yang diperintah, atau 

demokrasi dapat pula dimaknai sebagai pola pemerintahan yang mengikut 

sertakan secara aktif seluruh anggota masyarakat dalam mengambil suatu 

keputusan yang wewenangnya berasal dari masyarakat itu sendiri. Sehingga, 

legitimasi pemerintahan berasal dari kehendak masyarakat yang memilih dan 
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mengontrol perwakilannya dalam pemerintahan. Rakyat memiliki wewenang 

dan hak untuk memilih wakil-wakilnya dalam menjalankan pemerintahan 

melalui suatu mekanisme yang disepakati.
29

 

Demokrasi pada awalnya merupakan gagasan yang mengandaikan 

bahwa kekuasaan itu adalah dari, oleh, dan untuk rakyat. Dalam pengertian 

yang lebih partisipatif, demokrasi bahkan disebut sebagai suatu konsep 

kekuasaan dari, oleh, untuk dan bersama rakyat. Artinya, kekuasaan pada 

pokoknya dikaui berasal dari rakyat, dan oleh sebab itu rakyatlah yang 

sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya 

menyelenggarakan roda kehidupan kenegaraan. Keseluruhan sistem 

penyelenggaraan negara pada dasarnya juga dipersiapkan untuk seluruh rakyat 

itu sendiri. Bahkan, negara yang baik diidealkan pula agar diselenggarakan 

bersama-sama dengan rakyat dalam arti melibatkan partisipasi masyarakat 

seluas-luasnya.
30

 Sehingga tepat apabila demokrasi dirumuskan secara singkat 

oleh Abraham Lincoln sebagai “a government of the people, by the people, for 

the people”. 

Demokrasi menuntut adanya partisipasi. Adapun substansi dari 

partisipasi adalah kegiatan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah, tanpa 

adanya penghalang terkait bentuk, sifat dan hasil dari partisipasi yang 

dilakukan. Di dalam definisi partisipasi politik, menurut Samuel P. Huntington 

dan Joan Nelson terdapat 4 (empat) hal pokok, yakni: pertama, partisipasi 

adalah mencakup kegiatan kegiatan dan tidak memasukan di dalamnya yang 
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berupa sikap-sikap terhadap orientasi politik. Kedua, partisipasi merupakan 

kegiatan politik warga negara biasa atau peranan warga negara sebagai seorang 

individu. Artinya, kegiatan-kegiatan tersebut bukanlah kegiatan yang dilakukan 

oleh tokoh-tokoh atau seseorang yang aktif dan berkecimpung dalam jabatan 

politik atau pemerintahan. Ketiga, partisipasi hanyalah kegiatan yang bertujuan 

untuk mempengaruhi pengambilan suatu keputusan pemerintah. Keempat, 

partisipasi mencakup semua kegiatan yang bertujuan untuk mempengaruhi 

pemerintah, tanpa melihat apakah kegiatan tersebut memberikan efek ataupun 

tidak.
31

 

Berdasarkan pengertian para ahli di atas, maka hakikat dari demokrasi 

itu sendiri merupakan suatu sistem di mana rakyat menjadi pemegang 

kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Dengan kekuasaan tersebut, bahkan 

rakyat turut serta dalam menjalankan pemerintahan. Sebagai pemegang 

kekuasaan tertinggi dan turut serta dalam menjalankan pemerintahan, maka 

rakyat harus berpartisipasi atau terlibat aktif dalam membentuk dan 

merumuskan suatu kebijakan negara terlebih kebijakan tersebut akan 

berdampak secara langsung baginya. Sehingga, dengan adanya keterlibatan 

rakyat dalam proses pembentukan dan perumusan kebijakan maka akan 

berakibat pada legitimasi dan ditaatinya kebijakan negara tersebut, karena 

kebijakan tersebut bukan hanya untuk memenuhi kepentingan negara namun di 

sisi lain guna memenuhi kepentingan rakyat pula selaku pemegang kekuasaan. 
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Suatu Pemerintahan dapat dikatakan demokratis apabila dalam 

mekanisme pelaksanaannya didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi. 

Keberhasilan suatu Negara dalam menerapkan pelaksanaan demokrasi dapat 

dinilai berdasarkan prinsip-prinsip tertentu. Secara komprehensif, kriteria 

demokrasi juga dikemukakan oleh Gwendolen M. Carter. John H. Herz, dan 

Henry B. Mayo. Gwendolen M. Carter dan John H. Herz 

mengkonseptualisasikan demokrasi sebagai pemerintahan yang dijalankan 

melalui prinsip:
32

 

1. Pembatasan terhadap tindakan pemerintah untuk memberikan 

perlindungan bagi individu dan kelompok untuk menyusun 

pergantian pemimpin secara berkala; 

2. Adanya sikap toleransi terhadap pendapat yang berbeda; 

3. Persamaan di hadapan hukum tanpa membedakan kedudukan 

politik; 

4. Adanya pemilihan yang bebas dan damai dengan disertai adanya 

model perwakilan yang efektif; 

5. Diberikan kebebasan partisipasi dan beroposisi bagi semua partai 

politik, organisasi kemasyarakatan, masyarakat dan perseorangan, 

serta kelengkapan lain seperti pers dan media massa; 

6. Adanya penghormatan terhadap hak rakyat untuk menyatakan 

pandangannya; 

7. Dikembangkannya sikap menghargai hak-hak minoritas dan 

perorangan dengan lebih mengutamakan penggunaan cara-cara 

persuasif dibanding cara yang represif. 
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Menurut Masykuri Abdillah, bahwa prinsip-prinsip demokrasi terdiri 

dari prinsip persamaan, prinsip kebebasan dan pluralisme. Prinsip persamaan 

mengandung arti bahwa setiap warga negara mempunyai persamaan 

kesempatan dan kesamaan kedudukan di muka hukum dan pemerintahan tanpa 

membedakan golongan dan jabatannya. Prinsip kebebasan mengandung arti 

bahwa setiap individu warga negara atau rakyat memiliki kebebasan untuk 

dapat menyampaikan pendapat dan membentuk perserikatan. Sedangkan 

prinsip pluralisme mengandung arti bahwa keragaman budaya, bahasa, etnis, 

agama, pemikiran dan sebagainya merupakan conditio sine qua non (sesuatu 

yang tidak bisa terelakan). Sedangkan menurut Inu Kencana, bahwa prinsip-

prinsip demokrasi terdiri dari:
33

 

1. Adanya pembagian kekuasaan (sharing of power); 

2. Adanya pemilihan umum yang bebas (general election);  

3. Adanya manajemen pemerintahan yang transparan;  

4. Adanya jaminan kebebasan individu;  

5. Adanya peradilan yang bebas dan mandiri;  

6. Adanya pengakuan terhadap hak minoritas; 

7. Adanya pemerinatahan berdasarkan pada hukum;  

8. Adanya kebebasan pers;  

9. Adanya multi partai politik;  

10. Adanya musyawarah;  

11. Adanya persetujuan parlemen;  

12. Adanya pemerinatahan yang konstitusional;  

13. Adanya ketentuan pendukung untuk menjalankan sistem demokrasi;  

14. Adanya pengawasan terhadap administrasi publik;  
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15. Adanya perlindungan terhadap Hak Asasi manusia;  

16. Adanya pemerintahan yang bersih (clean and good government);  

17. Adanya persaingan keahlian atau profesionalitas;  

18. Adanya mekanisme politik;  

19. Adanya kebijakan negara yang berkeadilan; dan 

20. Adanya pemerintahan yang mengutamakan tanggung jawab. 

 

Menurut J.B.J.M Ten Berge, prinsip-prinsip demokrasi adalah sebagai 

berikut:
34

 

1. Perwakilan politik. Kekuasaan politik tertinggi dalam suatu negara 

dan dalam masyarakat diputuskan oleh badan perwakilan, yang 

dipilih melalui suatu mekanisme pemilihan umum. 

2. Pertanggungjawaban politik. Organ-organ pemerintahan dalam 

menyelenggarakan tugas dan fungsi pemerintahan sedikit banyak 

tergnatung kepada lembaga perwakilan.  

3. Pemencaran kewenangan. Konsentrasi kekuasaan dalam masyarakat 

hanya pada satu organ pemerintahan saja adalah kesewenang-

wenangan. Oleh karena itu, kewenangan badan-badan publik harus 

disebarkan pada organ organ lain ayng berbeda.  

4. Pengawasan dan kontrol. Pelaksanaan tugas dan fungsi 

pemerintahan oleh organ pemerintahan harus diawasi dan dapat 

dikontrol.  

5. Kejujuran dan keterbukaan (transparansi) pemerintahan secara 

umum. Rakyat diberikan hak untuk dapat mengajukan keberatan 

terhadap setiap tindakan pemerintah. 

 

Berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi yang telah dipaparkan 

sebelumnya, bahwa prinsip-prinsip demokrasi tersebut dapat digunakan sebagai 
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indikator untuk dapat mengukur kualitas demokrasi di suatu negara. Selain itu, 

prinsip-prinsip tersebut dapat digunakan sebagai acuan untuk melakukan 

kosolidasi demokrasi di suatu negara guna mencapai tujuan negara demokrasi 

yang dicita-citakan. 

Demokrasi yang kuat bersumber pada kehendak rakyat dan bertujuan 

untuk mencapai kesejahteraan bersama. Oleh karena itu, demokrasi harus 

berkaitan dengan persoalan perwakilan kehendak rakyat. Artinya, demokrasi 

mengharuskan pertanggungjawaban secara moral kepada para pemilihnya, 

bukan terhadap partai politik. Demokrasi juga berarti tersedianya prinsip 

kebebasan beragama, berpendapat, dan berserikat. Hal ini perlu dilakukan oleh 

negara-negara yang mengaku sebagai negara yang berdasar agama dengan 

bentuk pemerintahan monarkhi. Demokrasi juga memuat konsepsi demokrasi, 

yaitu penyelesaian masalah (konflik) melalui suatu norma yang tidak 

seluruhnya sesuai dengan kepentingan-kepentingan dari salah satu pihak, tidak 

juga seluruhnya bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pihak-pihak 

lain. Mengungkapkan bahwa saat ini, terdapat lima model demokrasi, yaitu:
35

 

1. demokrasi liberal, yaitu pemerintahan yang dibatasi oleh undang-

undang dan pemilihan umum bebas yang diselenggarakan dalam 

waktu yang ditentukan. 

2. demokrasi terpimpin, yaitu pemerintahan yang sangat mempercayai 

pemimpinnya. Namun pemimpin tersebut menolak pemilihan umum 

yang bersaing sebagai kendaraan untuk menduduki kekuasaan. 
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3. demokrasi sosial, yaitu demokrasi yang menaruh kepedulian pada 

keadilan sosial dan egalitarianisme bagi persyaratan untuk 

memperoleh kepercayaan politik. 

4. demokrasi partisipasi, yaitu pemerintahan yang menekankan 

hubungan timbal balik antara penguasa dan yang dikuasai. 

5. demokrasi konstitusional, yaitu pemerintahan yang menekankan 

proteksi khusus bagi kelompok-kelompok budaya yang menekankan 

kerjasama yang erat diantara elit yang mewakili bagian budaya 

masyarakat utama 

 

Sedangkan dari segi pelaksanaannya, demokrasi yang dimaksudkan 

terdiri dari dua model, yaitu: 

1. Demokrasi langsung (direct democracy), adalah demokrasi yang 

terjadi apabila rakyat mewujudkan kedaulatannya pada suatu negara 

dilakukan secara langsung. Misalnya, pemilihan pejabat eksekutif 

(presiden, wakil presiden, gubernur, bupati, dan walikota) dan 

pemilihan anggota parlemen atau legislatif (DPR, DPD, dan DPRD) 

dilakukan rakyat secara langsung melalui pemilu. 

2. Demokrasi tidak langsung (indirect democracy), yaitu demokrasi 

yang terjadi apabila dalam mewujudkan kedaulatan rakyat tidak 

secara langsung berhadapan dengan pihak eksekutif, melainkan 

melalui lembaga perwakilan. Dengan demikian, demokrasi tidak 

langsung disebut juga dengan demokrasi perwakilan. 

C. Penjabat Kepala Daerah 

Pejabat dalam arti luas dapat dibedakan antara pejabat yang diangkat 

dan pejabat yang dipilih. Pejabat yang dipilih dapat direkrut melalui proses 

pemilihan langsung oleh rakyat, pemilihan langsung oleh rakyat tetapi tidak 

disebut sebagai pemilihan umum, pemilihan tidak langsung atau semi-
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langsung, yaitu melalui dewan pemilih, atau yang disebut dengan nama lain, 

atau pemilihan tidak langsung melalui Lembaga perwakilan, seperti DPR 

(parlemen). Pejabat yang direkrut melalui pengangkatan adalah jabatan 

kepegawaian, baik sipil maupun militer, sebagaimana diatur dalam 

undangundang yang mengatur masing-masing dan terakhir diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. 

Ketentuan peraturan perundang-undangan menggunakan beberapa 

istilah untuk menyebutkan seseorang yang menduduki jabatan tertentu di 

pemerintahan maupun di kelembagaan negara. Istilah pejabat-pejabat 

pemerintahan secara bersama-sama terdapat dalam Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2010 tentang Keprotokolan. Sementara pejabat daerah terdapat dalam 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. 

Pengertian penjabat diatur dalam Pasal 201 Undang-Undang Nomor 10 

Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 

2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota 

Menjadi Undang-Undang.
36

 Setiap masa akhir jabatan kepala daerah yang telah 

selesai akan digantikan sementara oleh penjabat selama masa cuti kampanye 

pada pilkada selanjutnya, sehingga nantinya ditentukan kepala daerah terpilih 

yang baru. 
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Penjabat merupakan Aparatur Sipil Negara pejabat pimpinan tinggi 

madya/pratama yang melaksanakan tugas atau wewenang kepala daerah karena 

terdapat kekosongan kepala daerah/wakil kepala daerah. Sebagai pengganti 

sementara kepala daerah, penjabat memiliki tugas dan wewenang 

menggantikan kepala daerah defenitif. Tugas kepala daerah merujuk pada Pasal 

65 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan 

daerah adalah
37

 : 

a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah berdasarkan ketenturan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD; 

b. Memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat; 

c. Menyusun dan mengajukan rancangan peraturan daeran tentang APBD, 

rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD, dan rancangan 

peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

kepada DPRD untuk dibahas bersama; 

d. Mewakili daerah di dalam dan luar pengadilan, dan dapat menunjuk 

kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

e. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah; 

f. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan; 

Sementara itu wewenang Penjabat kepala daerah tertuang dalam pasal 

65 ayat (2) Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, 

yang berbunyi
38

 : 
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a. Mengajukan rancangan peraturan daerah; 

b. Menetapkan peraturan daerah yang telah mendapat persetujuan DPRD; 

c. Menetapkan perkada dan keputusan kepala daerah; 

d. Mengambil tindakan tertentu dalam keadaan mendesak yang sangat 

dibutuhkan oleh daerah dan/atau masyarakat; 

e. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan; 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 Pasal 9 

ayat (2) disebutkan bahwa : 

“Dalam melaksanakan tugas dan wewenang penjabat sementara 

gubernur, penjabat sementara bupati, dan penjabat sementara walikota 

bertanggungjawab dan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugas 

kepada Menteri Dalam Negeri.”
39

 

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2018 tentang 

perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 74 Tahun 2016 

Tentang Cuti Diluar Tanggungan Negara Bagi Gubernur Dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota pasal 9 ayat 1 

dicantumkan mengenai tugas dan wewenang penjabat sementara, yaitu : 

a. Memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah; 

b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat; 
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c. Memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, 

bupati dan wakil bupati, walikota dan wakil walikota yang defenitif 

serta menjaga netralitas Pegawai Negeri Sipil; 

d. Melakukan pengisian jabatan berdasarkan ketentuan peraturan 

perundang-undangan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Menteri 

Dalam Negeri. 

Joko J. Prihatmoko, membagi tiga jenis sistem pengisian jabatan kepala 

daerah, yakni ; (1) sistem penunjukan dan/atau pengangkatan oleh 

pemerintah/pejabat pusat, (2) sistem pemilihan perwakilan dewan/-council dan 

(3) sistem pemilihan langsung oleh rakyat.
40

 Jika dilhat dari cara atau metode 

yang dipakai, sistem pengisian jabatan kepala daerah dapat dikelompokkan 

menjadi dua jenis, yakni; (1) sistem pemilihan tak langsung dengan mekanisme 

pengangkatan dan/atau penunjukan serta pemilihan perwakilan, dan (2) 

pemilihan secara langsung yakni memberikan ruang atau keleluasaan rakyat 

untuk memilih kepala daerah. Perbedaan substansial dari kedua metode 

tersebut terletak pada bagaimana kedaulatan rakyat diletakkan dalam kerangka 

sistem.
41

 

Dalam menghadapi ancaman kekosongan jabatan kepala daerah pada 

masa transisi pilkada serentak nasional tahun 2024, terdapat beberapa 

mekanisme yang dapat digunakan untuk mengisi kekosongan jabatan kepala 
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daerah, yakni melalui penunjukan pelaksana harian (Plh), pelaksana tugas (Plt), 

penjabat sementara (Pjs) dan penjabat (Pj) kepala daerah.
42

 

Peraturan tentang pengisian penjabat Bupati tercantum dalam undang-

undang Nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang 

Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, 

dan Walikota Menjadi Undang-Undang dalam pasal 201 ayat (11) berbunyi : 

“untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat penjabat 

Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi 

pratamasampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai dengan 

ketentuan peraturan perundang-undangan.”
43

 

 

Dalam penjelasan pasal 19 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 

2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,yang dimaksud dengan jabatan tinggi 

pratama meliputi : 

“Direktur, kepala biro, asisten deputi, sekretaris direktorat jendral, 

sekretaris inspektort jendral, sekretaris kepala badan, kepala pusat, 

inspektur, kepala balai besar, asisten sekretariat provinsi, sekretaris 

daerah kabupaten/kota, kepala dinas/kepala badan provinsi, sekretaris 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan jabatan lain yang setara.”
44

 

 

Untuk masa jabatan kepala daerah di atur dalam Undang-Undang 

Nomor 10 Tahun 2016 Pasal 162  ayat (1) Gubernur dan Wakil Gubernur 

                                                 
42

 Ibid., h.5 
43

 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintan Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi 

Undang-Undang, Pasal 201 ayat (11) 
44
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sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (1) memegang jabatan selama 5 

(lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat dipilih 

kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa jabatan. 

Sedangkan ayat (2) Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil 

Walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161 ayat (3) memegang jabatan 

selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan sesudahnya dapat 

dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 (satu) kali masa 

jabatan. 

D. Dasar Hukum Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah 

Perkembangan demokrasi di Indonesia dapat dilihat dari bukti normatif 

dan empirik. Bukti normatif dapat ditemukan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi negara. Bukti yang 

menunjukkan Indonesia adalah negara demokrasi tertuang dalam Pembukaan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea 

keempat. Adapun, bunyi secara utuh adalah sebagai berikut: 

"Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara 

Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh 

tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, 

mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban 

dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 

sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam 

suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam 

suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat 

dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan 

yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang 
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dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam Permusyawaratandan 

Perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia." 

Selain Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, bukti normatif juga terdapat dalam Batang Tubuh Undang-

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat 2 dan pasal 

28 

"(1) Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut 

Undang-Undang Dasar." 

"(28) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran 

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan 

undang-undang." 

 

Pada Pasal 18 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwasanya:
45

 

“Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala 

pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara 

demokratis” 

Sesuai ketentuan Pasal 22E ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, pemilihan umum untuk memilih anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan 

Rakyat Daerah diselenggarakan berlandaskan azas langsung, umum, bebas, 

rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum dimaksud 

diselenggarakan dengan menjamin prinsip keterwakilan, yang artinya setiap 

orang Warga Negara Indonesia terjamin memiliki wakil yang duduk di 
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lembaga perwakilan yang akan menyuarakan aspirasi rakyat di setiap tingkatan 

pemerintahan, dari pusat hingga, ke daerah. 

Ketentuan terkait pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat 

kembali diatur melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 

Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang- Undang, 

dalam Pasal 1 Angka 1 ketentuan tersebut secara tegas menyatakan bahwa:  

“Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, 

serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan 

adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan 

kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 

dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung 

dan demokratis”. 

 

Melalui ketentuan tersebut terlihat bahwasanya pemilihan kepala daerah 

dan wakil kepala daerah merupakan satu paket kesatuan yang tidak dipisahkan 

dilaksanakan secara demokratis dan langsung oleh rakyat. Sebagai 

penyelenggara pemerintahan daerah, kepala daerah memiliki tugas dan 

kewajiban serta bertanggung jawab dalam memimpin pelaksanaan urusan 

pemerintahan di daerah. 

Di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan 

Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 

Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Pasal 201 ayat (9), (10) dan (11) 

yakni:  
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“(9) Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, 

Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang 

berakhir masa jabatannya tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada 

ayat (3) dan yang berakhir masa jabatannya pada tahun 2023 

sebagaimana dimaksud pada ayat (5), diangkat penjabat Gubernur, 

penjabat Bupati, dan penjabat Walikota sampai dengan terpilihnya 

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota melalui Pemilihan serentak nasional 

pada tahun 2024.” 

“(10)Untuk mengisi kekosongan jabatan Gubernur, diangkat penjabat 

Gubernur yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi madya sampai 

dengan pelantikan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan.” 

“(11)Untuk mengisi kekosongan jabatan Bupati/Walikota, diangkat 

penjabat Bupati/Walikota yang berasal dari jabatan pimpinan tinggi 

pratama sampai dengan pelantikan Bupati, dan Walikota sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” 

Dasar hukum selanjutnya Undang-Undang No.7 Tahun 2017 tentang 

Pemilihan umum pasal 1 ayat 1 sebagai berikut: 

“Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut pemilu adalah sarana 

kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, 

anggota Dewan perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil presiden, dan 

untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang 

dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil 

dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pancasila dan 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia”. 

Dalam Permendagri Nomor 1 Tahun 2018, pasal 5 ayat (2) Pjs 

bupati/wali kota sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (3) ditunjuk oleh 

menteri atas usul gubernur. Untuk memperjelas pasal ini, Pasal 4 ayat (3) 
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menyatakan Pjs bupati/wali kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal 

dari pejabat pimpinan tinggi pratama Pemerintah Daerah provinsi atau 

Kementerian Dalam Negeri. Selanjutnya pada pasal 5 Ayat (3) menyatakan 

dalam hal melaksanakan kepentingan strategis nasional, Pjs bupati/wali kota 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditunjuk oleh menteri tanpa usul 

gubernur. 

Dasar hukum yang digunakan selanjutnya adalah Permendagri Nomor 4 

Tahun 2023 Tentang Penjabat Gubernur, Penjabat Bupati, Dan Penjabat Wali 

Kota yaitu pasal 2 sebagai berikut: 

“Untuk mengisi kekosongan jabatan gubernur dan wakil gubernur, 

bupati dan wakil bupati, wali kota dan wakil wali kota, Pemerintah 

menunjuk Pj Gubernur, Pj Bupati, dan Pj Wali Kota untuk memimpin 

penyelenggaraan pemerintahan di daerah sampai dengan dilantiknya 

gubernur dan/atau wakil gubernur, bupati dan/atau wakil bupati, wali 

kota dan/atau wakil wali kota definitif.” 

E. Penelitian Terdahulu 

Berdasarkan pemeriksaan penulis yang penulis lakukan di perpustakan 

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau bahwa penelitian mengenai 

Tinjauan Hukum Terhadap peraturan Pengangkatan Penjabat Kepala Daerah 

Pengganti Kepala Daerah Berdasarkan Prinsip-Prinsip Good Governance 

belum pernah dilakukan penelitian. Selanjutnya penulis juga melakukan 

penelusuran terhadap penelitian yang memiliki kesamaan. Adapun judul yang 

berkaitan dengan judul yang diangkat oleh penulis adalah: 
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Tabel I.I 

Penelitian Terdahulu 

No. Penulis Judul Persamaan Perbedaan 

1 Surya 

Doly 

Pratama 

Sutrisno 

Skripsi berjudul 

“Pengangkatan 

Anggota 

Kepolisian Aktif 

Sebagai Penjabat 

Kepala Daerah 

Dalam Sistem 

Ketatanegaraan 

Indonesia” 

Terdapat 

persamaan 

dalam 

membahas 

peraturan 

pengangkatan 

penjabat 

kepala daerah. 

Perbedaannya 

penulis surya 

membahas 

tentang pasal 

28 Ayat (3) UU 

No. 2 Tahun 

2002 tentang 

polri. 

Sedangkan 

penulis 

membahas 

mengenai dasar 

hukum 

pengangkatan 

penjabat kepala 

daerah UU 

No.1 Tahun 

2016 

2 Mazdan 

Maftukha 

Assyayuti 

Jurnal yang 

berjudul “Urgensi 

Penataan Ulang 

Mekanisme 

Pengisian Jabatan 

Penjabat Kepala 

Daerah Perspektif 

Demokrasi 

Konstitusinal” 

Terdapat 

persamaan 

dalam 

membahas 

mengenai 

penataan ulang 

peraturan 

pengangkatan 

penjabat 

kepala daerah 

Perbedaannya 

penulis 

membahas 

mengenai 

aspek tinjauan 

hukum 

terhadap 

pengangkatan 

penjabat kepala 

daerah. 
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karena 

melanggar asas 

demokrasi. 

3 Abustan Jurnal yang 

berjudul 

“Implementasi 

Demokrasi dan 

Legitimasi 

Penjabat Kepala 

Daerah di 

Indonesia” 

Terdapat 

persamaan 

bahwasanya 

dalam 

pengangkatan 

penjabat 

kepala daerah 

harus dimaknai 

dalam ruang 

lingkup 

demokrasi 

Perbedannya 

ialah penulis 

lebih 

menekankan 

tentang perlu 

menjadi 

pertimbangan 

dan perhatian 

bagi 

pemerintah 

untuk 

pengangkatan 

penjabat kepala 

daerah harus 

sesuai dengan 

prinsip-prinsip 

good 

governance 
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BAB III 

METODOLOGI PENELITIAN 

A. Jenis dan Sifat Penelitian 

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif yaitu penelitian 

yang meletakkan hukum sebagai sebuah sistem norma. Sistem norma yang 

dimaksud dalam penelitian ini adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari 

peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif disebut juga 

dengan penelitian doktriner, yaitu penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya 

pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain atau 

bisa juga disebut dengan penelitian Perpustakaan atau Dokumen, karena 

penelitian ini banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada 

di perpustakaan dan bahan-bahan yang digunakan adalah berbagai literatur-

literatur yang relevan dengan permasalahan yang hendak di teliti.
46

  Dalam 

penelitian hukum normatif terdapat beberapa objek kajian yaitu penelitian 

terhadap asas-asas hukum, terhadap sistematika hukum, terhadap taraf 

sinkronisasi hukum, terhadap sejarah hukum, dan perbandingan hukum. 

Dalam hal ini peneliti menggunakan penelitian hukum normatif dengan 

sistem norma mengenai kaidah dari peraturan perundang-undangan dan peneliti 

juga menggunakan objek kajian yaitu singkronisasi hukum. 
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 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, (Bandung: Alfabeta, 2014), h. 

51. 
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B. Metode Pendekatan 

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa jenis pendekatan. dengan 

pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai aspek 

mengenai isu yang sedang di coba untuk di cari jawabannya. Jenis penelitian 

hukum normatif terdapat beberapa metode pendekatan yang digunakan 

diantaranya adalah pendekatan Undang-undang (statute approach), pendekatan 

Kasus (case approach), pendekatan Sejarah (historical approach), pendekatan 

Perbandingan (comparative approach), dan pendekatan Konseptual 

(conceptual approach).
47

 

Dalam hal ini guna penelitian yang dilakukan, penulis menggunakan 

beberapa pendekatan seperti pendekatan undang-undang (statue approach) dan 

pendekatan konseptual (conceptual approach). 

C. Bahan Hukum 

Sumber-sumber penelitian hukum dapat di bedakan menjadi sumber-

sumber penelitian yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan 

hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat 

autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari 

perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan 

perundang-undangan dan Putusan-putusan Hakim. Adapun bahan-bahan 

hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan 

merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-

                                                 
47

 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi. (Jakarta: Kencana, 2015) Cet. 

Ke-10, h. 13 
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buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar 

atas Putusan Pengadilan.
48

 

Sumber data adalah tempat suatu data di dapat atau diperoleh. sumber 

data yang utama dalam penelitian Hukum Normatif adalah data kepustakaan. 

Di dalam kepustakaan hukum, maka sumber datanya disebut dengan bahan 

hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau 

diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku.  Dalam penelitian 

Hukum Normatif, sumber bahan hukum utamanya adalah data sekunder 

sebagai sumber/bahan informasi dalam sebuah penelitian. 

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dengan membaca buku-

buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah 

yang diteliti.
49

 Data sekunder ini merupakan data yang diperoleh dari hasil 

penelitian kepustakaan (Library Research) berupa peraturan perundang-

undangan, buku-buku literatur serta karya-karya ilmiah yang berkaitan dengan 

permasalahan yang dibahas. Adapun sumber data sekunder yang biasanya 

digunakan dalam penelitian hukum normatif yaitu bahan hukum primer, bahan 

hukum sekunder dan bahan hukum tersier, yaitu; 

a) Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang berasal dari 

peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian yang 

dibahas atau bahan hukum yang bersifat autoritatif (mempunyai otoritas), 

bahan hukum primer yang berupa perundang-undangan, yang memiliki 

                                                 
48

Ibid,. h.181.  
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Grafindo Persada, 2004), h. 30 
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otoritas tertinggi adalah UUD 1945 karena semua peraturan di bawahnya 

baik isi maupun jiwanya tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945 

tersebut.
50

 

Sumber bahan hukum primer pada penelitian ini adalah: 

1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 

2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Kepala 

Daerah. 

3) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. 

4) Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2018. 

5) Peraturan Kementrian Dalam Negeri Nomor 04 Tahun 2023. 

 

b) Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder Merupakan bahan hukum yang memberi 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa tulisan-tulisan yang 

terkait hasil penelitian dan berbagai kepustakaan dibidang hukum. Bahan 

Hukum sekunder yang utama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, 

tesis dan disertasi hukum terdahulu, dan jurnal-jurnal hukum. Kegunaan 

bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam 

“petunjuk” kearah mana peneliti melangkah.
51

 

Sumber bahan hukum sekunder pada penelitian ini adalah buku-buku 

mengenai hukum tata negara dan buku mengenai pemberhentian kepala 

daerah menurut sistem pemerintahan di Indonesia. 
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 Peter Mahmud Marzuki. Op. cit. h. 182. 
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c) Bahan Hukum Tersier 

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan hukum yang memberikan 

informasi dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum 

sekunder. Dalam penelitian ini, bahan hukum tersiernya berupa Kamus 

Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum serta ensiklopedia yang 

berkaitan dengan isu yang di bahas.
52

 

D. Metode Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan data merupakan langkah peneliti untuk 

mendapatkan data.
53

 Metode yang digunakan yaitu dengan cara studi 

kepustakaan yaitu pengkajian informasi tertulis (Library Research) mengenai 

hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta 

dibutuhkan dalam penelitian normatif dan studi dokumenter terhadap bahan-

bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Studi dokumenter merupakan studi 

yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen, baik yang berkaitan 

dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah 

ada, yaitu dengan mengumpulkan berbagai ketentuan perundang-undangan, 

makalah, literatur dan artikel yang berhubungan dengan topik permasalahan 

yang diangkat penulis, sehingga didapatkan landasan teori untuk digunakan 

dalam mengemukakan pendapat atau pandangan.
54
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E. Analisis Bahan Hukum 

Analisis bahan hukum adalah suatu proses untuk menafsirkan atau 

memaknai suatu bahan hukum. Analisis yang digunakan dalam penelitian 

hukum normatif adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif merupakan 

analisis data yang tidak menggunakan angka, melainkan memberikan 

gambaran-gambaran (deskriptif) dengan kata-kata atas temuan-temuan dan 

karenanya dia lebih mengutamakan mutu/kualitas dari data, dan bukan 

kuantitas.
55

 

Teknik analisis terhadap bahan hukum yang telah terkumpul dilakukan 

dengan tahapan inventarisasi, identifikasi, dan klarifikasi secara sistematis. 

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dan dikelompokkan ditelaah dengan 

pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian dianalisis 

menggunakan metode analisis yang bersifat kualitatif deskriptif, yaitu dengan 

cara melakukan analisa mendalam serta interpretasi terhadap bahan hukum 

yang telah dikumpulkan.
56

 Metode penarikan kesimpulan pada penelitian ini 

menggunakan metode deduktif, yakni menarik suatu kesimpulan dari suatu 

permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkrit yang 

dihadapi.
57
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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum 

terhadap peraturan pengangkatan penjabat kepala daerah pengganti kepala 

daerah berdasarkan prinsip-prinsip good governance, maka dapat disimpulkan 

sebagai berikut : 

1. Dalam tinjauan hukum dan asas pemerintahan yang baik, 

pengangkatan penjabat (Pj) kepala daerah pada masa transisi 

Pilkada Serentak Nasional Tahun 2024 tidak mencerminkan 

penerapan prinsip-prinsip good governance yakni karena: Pertama, 

tidak terdapat ruang partisipasi masyarakat melalui dewan 

perwakilan maupun masyarakat secara langsung dalam proses 

rekruitmen penjabat (Pj) kepala daerah. Kedua, tidak terdapat ruang 

transparansi dalam pengangkatan penjabat kepala daerah serta serta 

tidak terdapat legitimasi yang kuat, karena dalam proses 

penunjukannya tidak terdapat ruang partisipasi bagi masyarakat 

untuk dapat menyatakan kehendaknya demi menjamin dan menjaga 

kepentingan masyarakat daerah. 

2. Perubahan Permendagri No.1 Tahun 2018 dan Permendagri No.4 

Tahun 2023, sudah ada aturan yang jelas mengenai mekanisme 

pengangkatan Penjabat Kepala Daerah, tetapi pada Pemendagri 
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tersebut belum terdapat partisipasi dan transparansi kepada 

masyarakat. Permendagri tersebut masih ditujukan untuk 

menjalankan kepentingan tertentu di daerah melalui penunjukkan 

Penjabat Kepala Daerah, ketiadaan vetting mechanism yang terukur 

dan transparan, dan cara-cara tidak profesional sebagaimana yang 

termaktub dalam Asas-Asas Umum pemerintahan yang Baik. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai tinjauan hukum 

terhadap peraturan pengangkatan penjabat kepala daerah pengganti kepala 

daerah berdasarkan prinsip-prinsip good governance, maka penulis 

memberikan saran sebagai berikut : 

1. Dalam proses pengangkatan pejabat publik khususnya penjabat (Pj) 

kepala daerah, hendaknya masyarakat secara langsung diberikan 

partisipasi dan pengangkatan penjabat kepala daerah harus 

transparan untuk menjamin hak dan kepentingannya terlebih dalam 

penunjukan pemimpin daerah yang secara langsung akan berdampak 

bagi masyarakat daerah agar terjalankan prinsip-prinsip good 

governance. 

2. Dalam Perubahan Permendagri No. 1 Tahun 2018 dan No. 4 Tahun 

2023 seharusnya terdapat Vetting mechanism untuk menghindari 

adanya kepentingan politik partisan segelintir orang, mencegah 

kesewenang-wenangan, melindungi hak asasi manusia dan 

menghindari disfungsional lembaga. 
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